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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 29 Tahun

2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan

Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan

Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan

perkembangan peraturan perundang-undangan dan tata

kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara

Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pertahanan tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Instansi di Lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4169);
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri

Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15

Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan

dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 489);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA

NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang

selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran.

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan

Tentara Nasional Indonesia.
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2. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian

keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta

penyajian laporan.

3. Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat LK adalah

bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertahanan.

6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut

Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di

bidang pertahanan.

7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

8. Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Kemkeu

adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang

keuangan.

9. Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai

penerimaan/pengeluaran sumber daya dalam sebuah

program/kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk

periode tertentu.

10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan

pembiyaan sisa lebih/kurang pembiyaan anggaran yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode.

11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO

adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya
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yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode laporan.

12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

keuangan yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada

tanggal tertentu.

14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut

CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai

suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca,

LO dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

15. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah.

16. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi

BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi

BMN yang terjadi selama periode tersebut.

17. Catatan atas Laporan BMN adalah deskripsi yang

menjelaskan BMN yang dikuasai Unit Organisasi

Akuntansi/Penatausahaan BMN yang berguna untuk

mendukung penyusunan CaLK.

18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

adalah Menteri yang mempunyai kewenangan

penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.

19. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah

Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan

barang Kemhan dan TNI.

20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran

yang disusun oleh PA atau Kuasa PA.

21. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja

yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian

Negara/Lembaga.
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22. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak

secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan

dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa

Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan

yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.

23. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah

tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan

anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas

U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan

Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan

Udara.

24. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah

unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu

atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka

pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.

25. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA

adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan

akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Satker.

26. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat

UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat

Kotama/Lakpus yang melakukan kegiatan penggabungan

LK seluruh UAKPA yang berada di bawahnya.

27. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat

UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat U.O. yang

melakukan kegiatan penggabungan LK seluruh UAPPA-W

yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang

berada langsung di bawahnya.

28. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna

Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit

akuntansi pada tingkat Kemhan yang melakukan

kegiatan penggabungan LK seluruh UAPPA-E1 yang

berada di bawahnya.
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